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Abstrak 
Migrasi  telah  menjadi  fenomena  yang  mendominasi  agenda  global,  menciptakan  tantangan
kompleks dalam politik pengungsi dan pengembara. Salah satu aspek penting yang terkait dengan
migrasi  adalah identitas  kebangsaan,  yang sering kali  mengalami perubahan dan konflik  dalam
konteks migrasi.  Artikel  ini  bertujuan untuk menyelidiki  tantangan dalam politik pengungsi  dan
pengembara terkait dengan identitas kebangsaan, serta dampaknya terhadap masyarakat penerima
dan  masyarakat  lokal.  Dengan  menganalisis  isu-isu  ini,  artikel  ini  berupaya  untuk  memberikan
wawasan tentang kompleksitas migrasi dan identitas kebangsaan dalam politik global saat ini.
Kata Kunci: Migrasi, identitas kebangsaan, politik pengungsi
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Migrasi  telah  menjadi  fenomena  yang  kompleks  dan  meluas  di  era  globalisasi  ini.

Fenomena migrasi tidak hanya mencakup perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke
tempat lain, tetapi juga menggambarkan perubahan dan tantangan yang kompleks dalam
konteks sosial, politik, dan budaya. Di tengah-tengah migrasi, aspek identitas kebangsaan
menjadi  sangat  penting.  Identitas  kebangsaan  menentukan  bagaimana  individu  atau
kelompok diidentifikasi,  merasakan,  dan berinteraksi  dalam masyarakat  tempat  mereka
tinggal atau masyarakat yang mereka tuju. Dalam konteks migrasi, identitas kebangsaan
seringkali menjadi perdebatan yang rumit karena adanya perbedaan budaya, agama, etnis,
dan sosial  yang  muncul  di  antara  para migran,  masyarakat  penerima,  dan masyarakat
lokal.

Salah satu tantangan utama yang terkait dengan migrasi  adalah politik pengungsi
dan  pengembara.  Pengungsi  adalah  individu  yang  terpaksa  meninggalkan  negara  asal
mereka karena berbagai alasan, seperti perang, konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Di
sisi lain, pengembara adalah orang yang secara sukarela meninggalkan negara asal mereka
untuk  mencari  peluang  baru  atau  kehidupan  yang  lebih  baik  di  tempat  lain.  Kedua
kelompok  ini  sering  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  hambatan,  baik  selama
perjalanan  migrasi  maupun  setelah  tiba  di  negara  tujuan  mereka.  Tantangan  ini  tidak
hanya mencakup masalah keamanan fisik dan kesejahteraan, tetapi juga masalah identitas
kebangsaan yang kompleks.

Dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, identitas kebangsaan sering kali
menjadi  pusat  perdebatan.  Migrasi  sering  kali  memicu  ketegangan  dalam  masyarakat
penerima terkait identitas kebangsaan, terutama jika migrasi tersebut dianggap sebagai
ancaman terhadap identitas  nasional  atau budaya yang ada.  Di  sisi  lain,  migran sering
menghadapi  tantangan  dalam  mempertahankan  identitas  kebangsaan  mereka  sendiri
sambil  beradaptasi  dengan  budaya  baru  di  negara  tujuan  mereka.  Hal  ini  dapat
menciptakan  konflik  internal  dan  eksternal  dalam  upaya  membangun  hubungan  yang
harmonis antara migran dan masyarakat lokal.

Selain  itu,  politik  pengungsi  dan  pengembara  juga  sering  kali  memunculkan
pertanyaan  etis  dan  moral  tentang  bagaimana  kita  memperlakukan  orang-orang  yang
membutuhkan perlindungan atau bantuan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali terkait
dengan  prinsip  kemanusiaan,  solidaritas  global,  dan  tanggung  jawab  moral  terhadap
sesama manusia. Dalam banyak kasus, reaksi terhadap migrasi juga mencerminkan nilai-
nilai politik dan ideologi yang ada dalam masyarakat penerima, yang dapat mempengaruhi
kebijakan pemerintah terkait migrasi dan identitas kebangsaan.

Dengan demikian, dalam konteks migrasi dan identitas kebangsaan, terdapat berbagai
tantangan  politik,  sosial,  dan budaya  yang  harus  diatasi.  Pendekatan  yang  holistik  dan
inklusif  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  ini,  termasuk  upaya  untuk
memahami  dan  menghormati  identitas  kebangsaan  dan  budaya  yang  beragam,  serta
mempromosikan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu migrasi global. Dengan
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demikian,  pendahuluan  ini  menyoroti  pentingnya  memahami  kompleksitas  migrasi  dan
identitas kebangsaan dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, serta menawarkan
landasan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam penanganan
isu-isu ini.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang tepat dalam mengkaji topik Migrasi dan Identitas Kebangsaan:

Tantangan  dalam  Politik  Pengungsi  dan  Pengembara  membutuhkan  pendekatan  yang
holistik  dan multi-disiplin.  Berikut  adalah penjelasan panjang tentang beberapa metode
penelitian yang dapat digunakan:

1. Studi Kasus:  Penelitian dengan pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk
mengeksplorasi  secara  mendalam  pengalaman  migran  individu  atau  kelompok
dalam menghadapi tantangan identitas kebangsaan. Studi kasus dapat melibatkan
wawancara  mendalam  dengan  migran,  pengamatan  langsung,  dan  analisis
dokumen untuk memahami secara lebih baik dinamika migrasi dan bagaimana hal
tersebut memengaruhi identitas kebangsaan mereka.

2. Survei  dan  Kuesioner:  Survei  dan  kuesioner  dapat  digunakan  untuk
mengumpulkan  data  dari  berbagai  kelompok  yang  terlibat  dalam  migrasi,
termasuk  migran,  masyarakat  lokal,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.
Pertanyaan dalam survei dan kuesioner dapat difokuskan pada persepsi, sikap, dan
pengalaman terkait identitas kebangsaan dalam konteks migrasi.

3. Analisis Konten Media: Analisis konten media dapat dilakukan untuk memahami
bagaimana migrasi dan identitas kebangsaan dipresentasikan dalam media massa.
Hal  ini  dapat  melibatkan analisis  teks,  gambar,  atau  video  yang  muncul  dalam
berbagai platform media, serta pengidentifikasian pola dan narasi tertentu yang
mungkin  memengaruhi  persepsi  masyarakat  terhadap  migrasi  dan  identitas
kebangsaan.

4. Analisis Kebijakan:  Analisis  kebijakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah atau lembaga
terkait  dalam  menangani  isu  migrasi  dan  identitas  kebangsaan.  Ini  melibatkan
tinjauan mendalam terhadap dokumen kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan
penilaian terhadap implementasi kebijakan tersebut.

5. Penelitian Partisipatif: Pendekatan penelitian partisipatif melibatkan partisipasi
aktif  migran,  masyarakat  lokal,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam
merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  penelitian.  Pendekatan  ini
memungkinkan para  peserta  untuk berkontribusi  secara  langsung dalam proses
penelitian, sehingga memperkuat legitimasi dan relevansi hasil penelitian.

6. Analisis  Jaringan  Sosial:  Analisis  jaringan  sosial  dapat  digunakan  untuk
memahami  hubungan  antara  migran,  masyarakat  lokal,  dan  aktor  lain  dalam
konteks  migrasi.  Ini  melibatkan  identifikasi  dan  analisis  struktur  jaringan,  pola
interaksi,  dan  sumber  daya  sosial  yang  tersedia  dalam  jaringan  tersebut,  serta
bagaimana hal ini memengaruhi identitas kebangsaan dan integrasi sosial.
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7. Penelitian  Eksperimental:  Penelitian  eksperimental  dapat  dilakukan  untuk
menguji  efektivitas  berbagai  pendekatan  atau  intervensi  dalam  mengatasi
tantangan  identitas  kebangsaan  dalam  konteks  migrasi.  Ini  melibatkan  desain
eksperimen yang cermat,  implementasi intervensi,  dan analisis  statistik terhadap
data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi dampaknya.

8. Analisis  Diskursus:  Analisis  diskursus  dapat  digunakan  untuk  memahami
bagaimana bahasa  digunakan  dalam pembentukan identitas  kebangsaan dalam
konteks  migrasi.  Ini  melibatkan analisis  terhadap struktur  dan makna dari  teks
tertulis atau lisan yang terkait dengan migrasi, serta identifikasi pola diskursif yang
muncul dalam percakapan publik dan media massa.

PEMBAHASAN
           Migrasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan perpindahan manusia dari satu
tempat ke tempat lainnya, baik secara internal di dalam suatu negara (migrasi internal)
maupun  lintas  batas  negara  (migrasi  internasional).  Identitas  kebangsaan,  di  sisi  lain,
mengacu pada perasaan keterikatan individu  terhadap negara asalnya,  yang mencakup
aspek  budaya,  politik,  sosial,  dan  sejarah.  Dalam  konteks  migrasi,  tantangan  seputar
identitas  kebangsaan  sering  kali  muncul,  terutama  ketika  individu  atau  kelompok
menghadapi  situasi  politik  yang sulit,  seperti  politik  pengungsi  dan pengembara.  Dalam
pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan yang muncul dalam politik
pengungsi dan pengembara, serta dampaknya terhadap identitas kebangsaan.

Salah  satu  tantangan  utama  dalam  politik  pengungsi  dan  pengembara  adalah
ketidakpastian status hukum yang dihadapi oleh para pengungsi dan pengembara. Kondisi
ini  dapat  menciptakan  ketidakstabilan  psikologis  dan sosial  bagi  individu  dan  keluarga
mereka, karena mereka sering kali tidak memiliki jaminan terhadap hak-hak dasar, seperti
akses  ke  layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  pekerjaan.  Ketidakpastian  ini  juga  dapat
mengganggu  proses  integrasi  mereka  ke  dalam  masyarakat  baru  dan  memengaruhi
identitas  kebangsaan  mereka.  Sebagai  contoh,  pengungsi  yang  tinggal  di  negara  asing
mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan kembali  identitas  kebangsaan mereka
ketika mereka tidak yakin apakah mereka akan diberikan status hukum yang tetap atau
dipulangkan ke negara asal mereka.

Selain itu,  politik pengungsi  dan pengembara sering kali  dipengaruhi oleh retorika
politik  yang  polarisasi  dan  diskriminatif.  Hal  ini  dapat  memicu  konflik  sosial  dan
meningkatkan  sentimen  anti-migran  di  masyarakat,  yang  pada  gilirannya  dapat
memperdalam  divisi  dan  ketegangan  antar  kelompok.  Dalam  konteks  ini,  identitas
kebangsaan individu dan masyarakat sering kali menjadi bahan bakar bagi retorika yang
menekankan  perbedaan  dan  pertentangan  antar  kelompok,  yang  pada  akhirnya  dapat
merusak integrasi sosial dan mengganggu proses pembentukan identitas kebangsaan yang
inklusif.

Tantangan  lain  dalam  politik  pengungsi  dan  pengembara  adalah  ketidaksetaraan
akses terhadap sumber daya dan layanan yang mendasar. Para pengungsi dan pengembara
sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan
kesehatan  yang  layak,  yang  dapat  membatasi  kemungkinan  mereka  untuk  meresmikan
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identitas kebangsaan mereka di  negara baru.  Misalnya,  ketika pengungsi tidak memiliki
akses  yang  memadai  ke  pendidikan  atau  pelatihan  kerja,  mereka  mungkin  mengalami
kesulitan  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  baru  dan  mengembangkan
keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan diri ke dalam pasar kerja lokal. Ini
dapat menghambat proses pembentukan identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang
berkontribusi dan diakui dalam masyarakat baru.

Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali menghadapi stigmatisasi dan
diskriminasi  dari  masyarakat  tuan  rumah,  yang  dapat  merusak  rasa  harga  diri  dan
identitas kebangsaan mereka. Stigmatisasi ini dapat muncul dari persepsi negatif terhadap
migrasi yang dipicu oleh ketakutan akan persaingan ekonomi, perasaan ancaman terhadap
identitas budaya, atau pandangan politik yang menyalahkan migran atas masalah sosial
atau ekonomi dalam masyarakat.  Dalam kasus ini,  pengungsi dan pengembara mungkin
merasa  terpinggirkan  dan  tidak  diterima  oleh  masyarakat  lokal,  yang  pada  gilirannya
dapat  menghambat  proses  integrasi  mereka  dan  memengaruhi  identitas  kebangsaan
mereka di negara baru.

Selain  tantangan  tersebut,  politik  pengungsi  dan  pengembara  juga  sering  kali
dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi  yang restriktif  dan penuh kontroversi.  Kebijakan ini
dapat  menciptakan  hambatan  bagi  pengungsi  dan  pengembara  untuk  memasuki  atau
tinggal di  negara tujuan,  yang pada gilirannya dapat memperumit  proses pembentukan
identitas kebangsaan mereka. Misalnya, kebijakan yang membatasi hak-hak dasar, seperti
hak  untuk  bekerja  atau  hak  untuk  mendapatkan  status  hukum  yang  tetap,  dapat
menghambat upaya mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat baru dan
membangun kehidupan yang stabil. Hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan tidak
diakui, serta memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang setara dan
diakui di negara baru.

Selain itu, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali terkait dengan isu-isu
keamanan nasional dan geopolitik, yang dapat memengaruhi proses pembentukan identitas
kebangsaan individu dan kelompok. Misalnya, pengungsi yang melarikan diri dari konflik
atau kekerasan politik di negara asal mereka mungkin menjadi subjek dari kekhawatiran
keamanan nasional di negara tujuan, yang dapat memicu respon politik yang keras atau
kebijakan penahanan imigran. Hal  ini  dapat menciptakan ketegangan antara pengungsi
dan masyarakat tuan rumah, serta memperdalam perasaan ketidakpastian dan tidak aman
yang memengaruhi identitas kebangsaan mereka.

Selain  itu,  tantangan  lainnya  dalam  politik  pengungsi  dan  pengembara  adalah
ketidakmampuan  atau  ketidaksiapan  pemerintah  dan  lembaga  internasional  untuk
menanggapi  krisis  migrasi  dengan  cepat  dan  efektif.  Kurangnya  koordinasi  antara
pemerintah, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperburuk dampak
krisis migrasi dan menghambat upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang
adil dan berkelanjutan. Ini dapat memperpanjang masa penderitaan bagi pengungsi dan
pengembara, serta memperdalam ketidakpastian dan kerentanan mereka yang berdampak
negatif pada identitas kebangsaan mereka.

Selain  itu,  politik  pengungsi  dan  pengembara  sering  kali  dipengaruhi  oleh
ketidakstabilan  politik  dan  keamanan  di  negara-negara  sumber,  yang  dapat  memicu
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gelombang migrasi massal dan meningkatkan tekanan pada negara-negara tujuan. Konflik
bersenjata, kekerasan politik, dan krisis kemanusiaan dapat menciptakan kondisi yang tidak
aman bagi  warga sipil  di  negara  asal  mereka,  yang mendorong mereka untuk mencari
perlindungan  di  negara-negara  tetangga  atau  di  luar  wilayah  tersebut.  Dalam  situasi
seperti  itu,  pengungsi  dan  pengembara  sering  kali  dihadapkan  pada  pilihan  yang  sulit
antara  tinggal  di  negara  asal  yang  tidak  aman  atau  meninggalkannya  untuk  mencari
kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Hal ini dapat memengaruhi identitas kebangsaan
mereka sebagai  warga negara yang bertanggung jawab dan berdedikasi  di  negara asal
mereka.

Selain tantangan-tantangan yang dijelaskan di atas, terdapat juga beberapa peluang
dalam politik pengungsi dan pengembara yang dapat memperkuat identitas kebangsaan
individu  dan  kelompok.  Salah  satunya  adalah  peningkatan  kesadaran  dan  solidaritas
internasional terhadap isu-isu migrasi dan hak asasi manusia. Dengan meningkatnya akses
informasi dan komunikasi global, masyarakat internasional semakin sadar akan tantangan
yang  dihadapi  oleh  pengungsi  dan  pengembara,  serta  pentingnya  memberikan
perlindungan  dan  dukungan  kepada  mereka.  Solidaritas  internasional  seperti  ini  dapat
memperkuat identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara, dengan memberikan
mereka rasa diakui dan didukung oleh masyarakat internasional.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang
baru  bagi  pengungsi  dan  pengembara  untuk  terhubung  dengan  keluarga,  teman,  dan
jaringan sosial mereka di negara asal dan di luar negeri. Dengan adanya akses internet dan
media sosial, mereka dapat tetap terhubung dengan akar budaya dan identitas kebangsaan
mereka,  serta  menjaga  hubungan  dengan  komunitas  mereka  di  masa  lalu.  Ini  dapat
membantu mempertahankan identitas kebangsaan mereka dalam situasi yang tidak pasti
dan berubah dengan cepat, serta memberikan mereka dukungan emosional dan sosial yang
diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selain  itu,  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  para  pengungsi  dan
pengembara oleh pemerintah dan lembaga internasional juga dapat memperkuat identitas
kebangsaan  mereka.  Ketika  mereka  diberikan  perlindungan  hukum  yang  memadai  dan
diakui sebagai anggota masyarakat yang setara, mereka dapat merasa dihargai dan diakui
oleh  masyarakat  tuan  rumah,  yang  pada  gilirannya  dapat  memperkuat  identitas
kebangsaan mereka. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung
bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan
masyarakat baru.

Selain itu, peluang untuk membangun hubungan dan kerjasama antara pengungsi dan
pengembara  dengan  masyarakat  lokal  juga  dapat  memperkuat  identitas  kebangsaan
mereka. Ketika mereka diterima oleh masyarakat lokal dan diberikan kesempatan untuk
berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial  dan  ekonomi,  mereka dapat  merasa  termasuk  dan
diakui  sebagai  bagian  integral  dari  masyarakat  tersebut.  Ini  dapat  memperkuat  rasa
keterikatan  mereka  terhadap  identitas  kebangsaan  mereka  dan  memperkuat  integrasi
sosial yang berkelanjutan di negara baru.
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Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial di negara baru juga dapat
membantu memperkuat  identitas  kebangsaan para pengungsi  dan pengembara.  Dengan
terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, memilih pemimpin politik, dan berpartisipasi
dalam kegiatan komunitas lokal, mereka dapat merasa memiliki suara dan pengaruh dalam
masyarakat baru mereka.  Ini  dapat memberikan mereka rasa memiliki  dan keterlibatan
yang  mendalam  dalam  proses  pembangunan  masyarakat,  serta  memperkuat  identitas
kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.

Terakhir,  upaya  untuk  mempromosikan  integrasi  sosial  yang  inklusif  dan
berkelanjutan di  antara pengungsi  dan pengembara serta  masyarakat  lokal  juga dapat
memperkuat  identitas  kebangsaan  mereka.  Dengan  membangun  jembatan  antara
kelompok-kelompok  ini  dan  mendorong  saling  pengertian  dan  toleransi,  kita  dapat
menciptakan  lingkungan  yang  ramah  dan  mendukung  bagi  semua  warga,  tanpa
memandang asal usul atau latar belakang mereka. Ini dapat membantu mengatasi sentimen
anti-migran  dan  diskriminasi  yang  sering  kali  muncul  dalam  politik  pengungsi  dan
pengembara, serta memperkuat rasa keterikatan dan identitas kebangsaan para pengungsi
dan pengembara.

Dalam menjalani hidup mereka sebagai pengungsi atau pengembara, individu sering
kali  mengalami  berbagai  tantangan  dan  hambatan  yang  dapat  memengaruhi  identitas
kebangsaan  mereka.  Salah  satu  tantangan  utama  adalah  kurangnya  akses  terhadap
layanan  dasar  dan  peluang  ekonomi  yang  memadai  di  negara  tempat  mereka  tinggal.
Ketika pengungsi dan pengembara tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan,
pekerjaan, atau perumahan yang layak, hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan
tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Dalam konteks ini, identitas kebangsaan
mereka mungkin terkikis atau dilemahkan oleh kondisi sosio-ekonomi yang tidak stabil dan
tidak pasti.

Selain  itu,  pengungsi  dan  pengembara  juga  sering  kali  menghadapi  stigma  dan
diskriminasi  di  masyarakat tuan rumah,  yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan
mereka.  Dengan  dianggap  sebagai  "orang  asing"  atau  "pengganggu,"  mereka  mungkin
merasa  tidak  diakui  atau  dihargai  sebagai  warga  negara  yang  setara.  Hal  ini  dapat
menciptakan  perasaan  ketidakpastian  dan  tidak  aman,  serta  mengganggu  proses
pembentukan identitas kebangsaan mereka. Ketika pengungsi dan pengembara dihadapkan
pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif, mereka mungkin mengalami kesulitan
dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari masyarakat tuan rumah.

Selain  itu,  kurangnya  perlindungan  hukum  yang  memadai  bagi  pengungsi  dan
pengembara juga dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Ketika hak-hak dasar
mereka tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah atau lembaga internasional, mereka
mungkin  merasa  tidak  diakui  sebagai  warga  negara  yang  setara.  Hal  ini  dapat
memperdalam perasaan ketidakpastian dan ketidakamanan, serta memengaruhi identitas
kebangsaan mereka sebagai  anggota masyarakat yang setara dan diakui.  Dengan tidak
adanya perlindungan hukum yang memadai, pengungsi dan pengembara mungkin merasa
terpinggirkan  atau  diabaikan  oleh  masyarakat  tuan  rumah,  yang  dapat  memengaruhi
identitas kebangsaan mereka.
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Selain  itu,  pengungsi  dan pengembara juga sering kali  dihadapkan pada kesulitan
dalam mempertahankan ikatan budaya dan keagamaan mereka di tengah-tengah kondisi
yang tidak pasti dan berubah-ubah. Dalam upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik
di  negara  baru,  mereka  mungkin  menghadapi  tekanan  untuk  mengubah  atau
menyerahkannya identitas budaya atau keagamaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan
konflik internal dan kebingungan mengenai identitas kebangsaan mereka, karena mereka
berjuang  untuk  menyeimbangkan  antara  mempertahankan  akar  budaya  mereka  dan
beradaptasi dengan lingkungan baru.

Selain  itu,  pengalaman  pengungsi  dan  pengembara  sering  kali  memperkuat  rasa
solidaritas  dan  keterhubungan  di  antara  mereka,  yang  dapat  memperkuat  identitas
kebangsaan mereka. Dalam menghadapi tantangan yang sama-sama sulit, mereka sering
kali membentuk jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung, yang memperkuat rasa
identitas  kelompok mereka.  Dengan berbagi  pengalaman,  harapan,  dan impian,  mereka
dapat merasa termasuk dan diakui sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Terakhir,  pengalaman  pengungsi  dan  pengembara  juga  dapat  memperkuat  rasa
solidaritas  dan  keterhubungan  di  antara  mereka  dan  masyarakat  lokal,  yang  dapat
memperkuat identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang diakui dan
dihargai. Dengan terlibat dalam kegiatan bersama, berbagi cerita, dan merayakan tradisi
budaya bersama, mereka dapat merasa terhubung dengan masyarakat lokal dan merasa
dihargai sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Hal ini dapat memperkuat rasa
keterikatan  mereka  terhadap  identitas  kebangsaan  mereka  dan  memperkuat  integrasi
sosial yang berkelanjutan di negara baru.

Kesimpulan
Dalam  menghadapi  tantangan  politik,  sosial,  dan  budaya  yang  kompleks,  migrasi

sering kali menjadi pemicu untuk merefleksikan kembali  makna dan konstruksi identitas
kebangsaan.  Proses  migrasi  membawa  sejumlah  tantangan  dalam  mempertahankan
identitas kebangsaan, terutama bagi para pengungsi dan pengembara. Kendati demikian,
migrasi juga membuka peluang baru bagi pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif
dan  berkelanjutan.  Melalui  pengalaman-pengalaman  mereka,  para  pengungsi  dan
pengembara  tidak  hanya  memperkuat  identitas  budaya  mereka  sendiri,  tetapi  juga
memperkaya dan memperluas definisi identitas kebangsaan di negara baru.

Kesimpulannya, migrasi adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional yang
memengaruhi identitas kebangsaan individu. Tantangan dalam mempertahankan identitas
kebangsaan sering kali terjadi akibat stigma, diskriminasi, dan ketidakpastian yang dialami
oleh  para  pengungsi  dan  pengembara.  Namun  demikian,  pengalaman  migrasi  juga
membuka  peluang  baru  bagi  pembentukan  identitas  kebangsaan  yang  inklusif  dan
beragam.  Melalui  pengalaman-pengalaman  mereka,  para  pengungsi  dan  pengembara
dapat memperkaya dan memperluas  makna identitas  kebangsaan di  negara baru,  serta
menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan migrasi harus memperhatikan kedua sisi dari
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perspektif  ini  untuk  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pembentukan  identitas
kebangsaan yang kuat dan inklusif bagi semua individu.
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	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Migrasi telah menjadi fenomena yang kompleks dan meluas di era globalisasi ini. Fenomena migrasi tidak hanya mencakup perpindahan fisik manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menggambarkan perubahan dan tantangan yang kompleks dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Di tengah-tengah migrasi, aspek identitas kebangsaan menjadi sangat penting. Identitas kebangsaan menentukan bagaimana individu atau kelompok diidentifikasi, merasakan, dan berinteraksi dalam masyarakat tempat mereka tinggal atau masyarakat yang mereka tuju. Dalam konteks migrasi, identitas kebangsaan seringkali menjadi perdebatan yang rumit karena adanya perbedaan budaya, agama, etnis, dan sosial yang muncul di antara para migran, masyarakat penerima, dan masyarakat lokal.
	Salah satu tantangan utama yang terkait dengan migrasi adalah politik pengungsi dan pengembara. Pengungsi adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena berbagai alasan, seperti perang, konflik, kekerasan, atau penganiayaan. Di sisi lain, pengembara adalah orang yang secara sukarela meninggalkan negara asal mereka untuk mencari peluang baru atau kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Kedua kelompok ini sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik selama perjalanan migrasi maupun setelah tiba di negara tujuan mereka. Tantangan ini tidak hanya mencakup masalah keamanan fisik dan kesejahteraan, tetapi juga masalah identitas kebangsaan yang kompleks.
	Dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, identitas kebangsaan sering kali menjadi pusat perdebatan. Migrasi sering kali memicu ketegangan dalam masyarakat penerima terkait identitas kebangsaan, terutama jika migrasi tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau budaya yang ada. Di sisi lain, migran sering menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan mereka sendiri sambil beradaptasi dengan budaya baru di negara tujuan mereka. Hal ini dapat menciptakan konflik internal dan eksternal dalam upaya membangun hubungan yang harmonis antara migran dan masyarakat lokal.
	Selain itu, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali memunculkan pertanyaan etis dan moral tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang membutuhkan perlindungan atau bantuan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali terkait dengan prinsip kemanusiaan, solidaritas global, dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Dalam banyak kasus, reaksi terhadap migrasi juga mencerminkan nilai-nilai politik dan ideologi yang ada dalam masyarakat penerima, yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait migrasi dan identitas kebangsaan.
	Dengan demikian, dalam konteks migrasi dan identitas kebangsaan, terdapat berbagai tantangan politik, sosial, dan budaya yang harus diatasi. Pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini, termasuk upaya untuk memahami dan menghormati identitas kebangsaan dan budaya yang beragam, serta mempromosikan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu migrasi global. Dengan demikian, pendahuluan ini menyoroti pentingnya memahami kompleksitas migrasi dan identitas kebangsaan dalam konteks politik pengungsi dan pengembara, serta menawarkan landasan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam penanganan isu-isu ini.
	Metode Penelitian
	Metode penelitian yang tepat dalam mengkaji topik Migrasi dan Identitas Kebangsaan: Tantangan dalam Politik Pengungsi dan Pengembara membutuhkan pendekatan yang holistik dan multi-disiplin. Berikut adalah penjelasan panjang tentang beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:
	1. Studi Kasus: Penelitian dengan pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman migran individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan identitas kebangsaan. Studi kasus dapat melibatkan wawancara mendalam dengan migran, pengamatan langsung, dan analisis dokumen untuk memahami secara lebih baik dinamika migrasi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi identitas kebangsaan mereka.
	2. Survei dan Kuesioner: Survei dan kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai kelompok yang terlibat dalam migrasi, termasuk migran, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Pertanyaan dalam survei dan kuesioner dapat difokuskan pada persepsi, sikap, dan pengalaman terkait identitas kebangsaan dalam konteks migrasi.
	3. Analisis Konten Media: Analisis konten media dapat dilakukan untuk memahami bagaimana migrasi dan identitas kebangsaan dipresentasikan dalam media massa. Hal ini dapat melibatkan analisis teks, gambar, atau video yang muncul dalam berbagai platform media, serta pengidentifikasian pola dan narasi tertentu yang mungkin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap migrasi dan identitas kebangsaan.
	4. Analisis Kebijakan: Analisis kebijakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam menangani isu migrasi dan identitas kebangsaan. Ini melibatkan tinjauan mendalam terhadap dokumen kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan penilaian terhadap implementasi kebijakan tersebut.
	5. Penelitian Partisipatif: Pendekatan penelitian partisipatif melibatkan partisipasi aktif migran, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Pendekatan ini memungkinkan para peserta untuk berkontribusi secara langsung dalam proses penelitian, sehingga memperkuat legitimasi dan relevansi hasil penelitian.
	6. Analisis Jaringan Sosial: Analisis jaringan sosial dapat digunakan untuk memahami hubungan antara migran, masyarakat lokal, dan aktor lain dalam konteks migrasi. Ini melibatkan identifikasi dan analisis struktur jaringan, pola interaksi, dan sumber daya sosial yang tersedia dalam jaringan tersebut, serta bagaimana hal ini memengaruhi identitas kebangsaan dan integrasi sosial.
	7. Penelitian Eksperimental: Penelitian eksperimental dapat dilakukan untuk menguji efektivitas berbagai pendekatan atau intervensi dalam mengatasi tantangan identitas kebangsaan dalam konteks migrasi. Ini melibatkan desain eksperimen yang cermat, implementasi intervensi, dan analisis statistik terhadap data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi dampaknya.
	8. Analisis Diskursus: Analisis diskursus dapat digunakan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam pembentukan identitas kebangsaan dalam konteks migrasi. Ini melibatkan analisis terhadap struktur dan makna dari teks tertulis atau lisan yang terkait dengan migrasi, serta identifikasi pola diskursif yang muncul dalam percakapan publik dan media massa.
	Top of FormPEMBAHASAN Migrasi adalah fenomena kompleks yang melibatkan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara internal di dalam suatu negara (migrasi internal) maupun lintas batas negara (migrasi internasional). Identitas kebangsaan, di sisi lain, mengacu pada perasaan keterikatan individu terhadap negara asalnya, yang mencakup aspek budaya, politik, sosial, dan sejarah. Dalam konteks migrasi, tantangan seputar identitas kebangsaan sering kali muncul, terutama ketika individu atau kelompok menghadapi situasi politik yang sulit, seperti politik pengungsi dan pengembara. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa tantangan yang muncul dalam politik pengungsi dan pengembara, serta dampaknya terhadap identitas kebangsaan.
	Salah satu tantangan utama dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidakpastian status hukum yang dihadapi oleh para pengungsi dan pengembara. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan psikologis dan sosial bagi individu dan keluarga mereka, karena mereka sering kali tidak memiliki jaminan terhadap hak-hak dasar, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ketidakpastian ini juga dapat mengganggu proses integrasi mereka ke dalam masyarakat baru dan memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Sebagai contoh, pengungsi yang tinggal di negara asing mungkin mengalami kesulitan dalam menetapkan kembali identitas kebangsaan mereka ketika mereka tidak yakin apakah mereka akan diberikan status hukum yang tetap atau dipulangkan ke negara asal mereka.
	Selain itu, politik pengungsi dan pengembara sering kali dipengaruhi oleh retorika politik yang polarisasi dan diskriminatif. Hal ini dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan sentimen anti-migran di masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperdalam divisi dan ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, identitas kebangsaan individu dan masyarakat sering kali menjadi bahan bakar bagi retorika yang menekankan perbedaan dan pertentangan antar kelompok, yang pada akhirnya dapat merusak integrasi sosial dan mengganggu proses pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif.
	Tantangan lain dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan yang mendasar. Para pengungsi dan pengembara sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak, yang dapat membatasi kemungkinan mereka untuk meresmikan identitas kebangsaan mereka di negara baru. Misalnya, ketika pengungsi tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan atau pelatihan kerja, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengintegrasikan diri ke dalam pasar kerja lokal. Ini dapat menghambat proses pembentukan identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang berkontribusi dan diakui dalam masyarakat baru.
	Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat tuan rumah, yang dapat merusak rasa harga diri dan identitas kebangsaan mereka. Stigmatisasi ini dapat muncul dari persepsi negatif terhadap migrasi yang dipicu oleh ketakutan akan persaingan ekonomi, perasaan ancaman terhadap identitas budaya, atau pandangan politik yang menyalahkan migran atas masalah sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Dalam kasus ini, pengungsi dan pengembara mungkin merasa terpinggirkan dan tidak diterima oleh masyarakat lokal, yang pada gilirannya dapat menghambat proses integrasi mereka dan memengaruhi identitas kebangsaan mereka di negara baru.
	Selain tantangan tersebut, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi yang restriktif dan penuh kontroversi. Kebijakan ini dapat menciptakan hambatan bagi pengungsi dan pengembara untuk memasuki atau tinggal di negara tujuan, yang pada gilirannya dapat memperumit proses pembentukan identitas kebangsaan mereka. Misalnya, kebijakan yang membatasi hak-hak dasar, seperti hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan status hukum yang tetap, dapat menghambat upaya mereka untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat baru dan membangun kehidupan yang stabil. Hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan tidak diakui, serta memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai warga yang setara dan diakui di negara baru.
	Selain itu, politik pengungsi dan pengembara juga sering kali terkait dengan isu-isu keamanan nasional dan geopolitik, yang dapat memengaruhi proses pembentukan identitas kebangsaan individu dan kelompok. Misalnya, pengungsi yang melarikan diri dari konflik atau kekerasan politik di negara asal mereka mungkin menjadi subjek dari kekhawatiran keamanan nasional di negara tujuan, yang dapat memicu respon politik yang keras atau kebijakan penahanan imigran. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pengungsi dan masyarakat tuan rumah, serta memperdalam perasaan ketidakpastian dan tidak aman yang memengaruhi identitas kebangsaan mereka.
	Selain itu, tantangan lainnya dalam politik pengungsi dan pengembara adalah ketidakmampuan atau ketidaksiapan pemerintah dan lembaga internasional untuk menanggapi krisis migrasi dengan cepat dan efektif. Kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperburuk dampak krisis migrasi dan menghambat upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Ini dapat memperpanjang masa penderitaan bagi pengungsi dan pengembara, serta memperdalam ketidakpastian dan kerentanan mereka yang berdampak negatif pada identitas kebangsaan mereka.
	Selain itu, politik pengungsi dan pengembara sering kali dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik dan keamanan di negara-negara sumber, yang dapat memicu gelombang migrasi massal dan meningkatkan tekanan pada negara-negara tujuan. Konflik bersenjata, kekerasan politik, dan krisis kemanusiaan dapat menciptakan kondisi yang tidak aman bagi warga sipil di negara asal mereka, yang mendorong mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga atau di luar wilayah tersebut. Dalam situasi seperti itu, pengungsi dan pengembara sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit antara tinggal di negara asal yang tidak aman atau meninggalkannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Hal ini dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berdedikasi di negara asal mereka.
	Selain tantangan-tantangan yang dijelaskan di atas, terdapat juga beberapa peluang dalam politik pengungsi dan pengembara yang dapat memperkuat identitas kebangsaan individu dan kelompok. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran dan solidaritas internasional terhadap isu-isu migrasi dan hak asasi manusia. Dengan meningkatnya akses informasi dan komunikasi global, masyarakat internasional semakin sadar akan tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan pengembara, serta pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada mereka. Solidaritas internasional seperti ini dapat memperkuat identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara, dengan memberikan mereka rasa diakui dan didukung oleh masyarakat internasional.
	Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang baru bagi pengungsi dan pengembara untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan jaringan sosial mereka di negara asal dan di luar negeri. Dengan adanya akses internet dan media sosial, mereka dapat tetap terhubung dengan akar budaya dan identitas kebangsaan mereka, serta menjaga hubungan dengan komunitas mereka di masa lalu. Ini dapat membantu mempertahankan identitas kebangsaan mereka dalam situasi yang tidak pasti dan berubah dengan cepat, serta memberikan mereka dukungan emosional dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.
	Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia para pengungsi dan pengembara oleh pemerintah dan lembaga internasional juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ketika mereka diberikan perlindungan hukum yang memadai dan diakui sebagai anggota masyarakat yang setara, mereka dapat merasa dihargai dan diakui oleh masyarakat tuan rumah, yang pada gilirannya dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ini juga dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi mereka untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat baru.
	Selain itu, peluang untuk membangun hubungan dan kerjasama antara pengungsi dan pengembara dengan masyarakat lokal juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Ketika mereka diterima oleh masyarakat lokal dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi, mereka dapat merasa termasuk dan diakui sebagai bagian integral dari masyarakat tersebut. Ini dapat memperkuat rasa keterikatan mereka terhadap identitas kebangsaan mereka dan memperkuat integrasi sosial yang berkelanjutan di negara baru.
	Selain itu, partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial di negara baru juga dapat membantu memperkuat identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara. Dengan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, memilih pemimpin politik, dan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas lokal, mereka dapat merasa memiliki suara dan pengaruh dalam masyarakat baru mereka. Ini dapat memberikan mereka rasa memiliki dan keterlibatan yang mendalam dalam proses pembangunan masyarakat, serta memperkuat identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.
	Terakhir, upaya untuk mempromosikan integrasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di antara pengungsi dan pengembara serta masyarakat lokal juga dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Dengan membangun jembatan antara kelompok-kelompok ini dan mendorong saling pengertian dan toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua warga, tanpa memandang asal usul atau latar belakang mereka. Ini dapat membantu mengatasi sentimen anti-migran dan diskriminasi yang sering kali muncul dalam politik pengungsi dan pengembara, serta memperkuat rasa keterikatan dan identitas kebangsaan para pengungsi dan pengembara.
	Dalam menjalani hidup mereka sebagai pengungsi atau pengembara, individu sering kali mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang memadai di negara tempat mereka tinggal. Ketika pengungsi dan pengembara tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan, pekerjaan, atau perumahan yang layak, hal ini dapat memperkuat perasaan terisolasi dan tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Dalam konteks ini, identitas kebangsaan mereka mungkin terkikis atau dilemahkan oleh kondisi sosio-ekonomi yang tidak stabil dan tidak pasti.
	Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat tuan rumah, yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Dengan dianggap sebagai "orang asing" atau "pengganggu," mereka mungkin merasa tidak diakui atau dihargai sebagai warga negara yang setara. Hal ini dapat menciptakan perasaan ketidakpastian dan tidak aman, serta mengganggu proses pembentukan identitas kebangsaan mereka. Ketika pengungsi dan pengembara dihadapkan pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari masyarakat tuan rumah.
	Selain itu, kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pengungsi dan pengembara juga dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka. Ketika hak-hak dasar mereka tidak diakui atau dihormati oleh pemerintah atau lembaga internasional, mereka mungkin merasa tidak diakui sebagai warga negara yang setara. Hal ini dapat memperdalam perasaan ketidakpastian dan ketidakamanan, serta memengaruhi identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan diakui. Dengan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, pengungsi dan pengembara mungkin merasa terpinggirkan atau diabaikan oleh masyarakat tuan rumah, yang dapat memengaruhi identitas kebangsaan mereka.
	Selain itu, pengungsi dan pengembara juga sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mempertahankan ikatan budaya dan keagamaan mereka di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti dan berubah-ubah. Dalam upaya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara baru, mereka mungkin menghadapi tekanan untuk mengubah atau menyerahkannya identitas budaya atau keagamaan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan konflik internal dan kebingungan mengenai identitas kebangsaan mereka, karena mereka berjuang untuk menyeimbangkan antara mempertahankan akar budaya mereka dan beradaptasi dengan lingkungan baru.
	Selain itu, pengalaman pengungsi dan pengembara sering kali memperkuat rasa solidaritas dan keterhubungan di antara mereka, yang dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka. Dalam menghadapi tantangan yang sama-sama sulit, mereka sering kali membentuk jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung, yang memperkuat rasa identitas kelompok mereka. Dengan berbagi pengalaman, harapan, dan impian, mereka dapat merasa termasuk dan diakui sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.
	Terakhir, pengalaman pengungsi dan pengembara juga dapat memperkuat rasa solidaritas dan keterhubungan di antara mereka dan masyarakat lokal, yang dapat memperkuat identitas kebangsaan mereka sebagai anggota masyarakat yang diakui dan dihargai. Dengan terlibat dalam kegiatan bersama, berbagi cerita, dan merayakan tradisi budaya bersama, mereka dapat merasa terhubung dengan masyarakat lokal dan merasa dihargai sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Hal ini dapat memperkuat rasa keterikatan mereka terhadap identitas kebangsaan mereka dan memperkuat integrasi sosial yang berkelanjutan di negara baru.
	Kesimpulan
	Dalam menghadapi tantangan politik, sosial, dan budaya yang kompleks, migrasi sering kali menjadi pemicu untuk merefleksikan kembali makna dan konstruksi identitas kebangsaan. Proses migrasi membawa sejumlah tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan, terutama bagi para pengungsi dan pengembara. Kendati demikian, migrasi juga membuka peluang baru bagi pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengalaman-pengalaman mereka, para pengungsi dan pengembara tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka sendiri, tetapi juga memperkaya dan memperluas definisi identitas kebangsaan di negara baru.
	Kesimpulannya, migrasi adalah fenomena yang kompleks dan multidimensional yang memengaruhi identitas kebangsaan individu. Tantangan dalam mempertahankan identitas kebangsaan sering kali terjadi akibat stigma, diskriminasi, dan ketidakpastian yang dialami oleh para pengungsi dan pengembara. Namun demikian, pengalaman migrasi juga membuka peluang baru bagi pembentukan identitas kebangsaan yang inklusif dan beragam. Melalui pengalaman-pengalaman mereka, para pengungsi dan pengembara dapat memperkaya dan memperluas makna identitas kebangsaan di negara baru, serta menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan migrasi harus memperhatikan kedua sisi dari perspektif ini untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan identitas kebangsaan yang kuat dan inklusif bagi semua individu.
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